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ABSTRAK  
 
Penelitian ini berjudul " Efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah 
Nomor 99 Tahun 2012 Dalam Pemberian Remisi Terhadap Beban Negara Dalam 
Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah 
Tahanan Negara Kelas II B Rengat ". Masalah pokok dalam penelitian ini adalah 
Bagaimana syarat dan tata cara pemberian remisi bagi warga binaan 
pemasyarakatan di rumah tahanan negara kelas II B Rengat berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Bagaimana efektivitas pasal 34 A 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi narapidana  
extra ordinary crime terhadap beban negara dalam penyelenggaraan makanan 
bagi Warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan negara kelas II B Rengat.. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana syarat dan tata cara 
pemberian remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan extra ordinary crime di 
Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat berdasarkan Peraturan Pemerintah  
Nomor 99 Tahun 2012, serta untuk mengetahui bagaimna efektivitas Pasal 34 A 
Peraturan Pemerintah  Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi narapidana 
extra ordinary crime terhadap beban negara dalam penyelenggaraan makanan 
bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B 
Rengat. 
Jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang 
menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu 
kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu 
data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif 
dan penarikan kesimpulan secara induktif. 
Syarat dan tata cara pemberian remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan 
extra ordinary crime di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat berdasarkan 
Peraturan Pemerintah  Nomor 99 Tahun 2012 bahwa narapidana extra ordinary 
crime yang ingin melakukan pengurusan remisi maka harus memiliki (JC) Justice 
Collaborator dari pihak penahanan (Kepolisian), apabila sudah maka Rumah 
Tahanan Negara akan melihat etika narapida tersebut, kemudian telah menjalani 
masa pidana lebih dari enam bulan, dan berprilaku baik. Maka kemudian barulah 
Narapida tersebut bisa melakukan pengurusan remisi sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah  Nomor 99 Tahun 2012. Efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah  
Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi narapidana extra ordinary crime 
terhadap beban negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan 
Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat belum efektif, 
karena tahanan yang seharusnya bebas dari penjara 2 atau 3 tahun lalu tetapi 
karena adanya Pemerintah  Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaa Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pemberian remisi tahanan 
dibebaskan dalam waktu yang lebih lama lagi sehingga hal ini akan membebankan 
Negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di 
Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara hukum. Dalam penjelasan UUD 1945 tentang 
sistem pemerintahan negara, menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan 
atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat).
1
 
Mengenai keberadaan manusia sebagai makhluk, dikatakan pula oleh Aristoteles 
bahwa manusia adalah zoon politicon, yaitu makhluk sosial atau makhluk 
bermasyarakat, pernyataan tersebut memeperlihatkan bahwa tiap anggota 
masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan lainnya, dan manusia. 
masyarakat, dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 
dalam pergaulan hidup sehari-hari.
2
  
Hukum merupakan pelembagaan aturan. Ketika masyarakat menyadari 
bahwa kekuasaan setiap individu perlu dikontrol oleh hukum maka hak dan 
kewajiban tidak ditentukan oleh yang berkuasa, melainkan oleh yang diakui 
bersama sebagai suatu kebenaran. Ekonomi adalah sistem yang mengatur 
pemilikan hak untuk berpindah dari satu individu ke pada individu yang lain, dan 
budaya adalah nilai-nilai bersama dari suatu masyarakat yang berkembang sejalan 
dengan kesadaran masyarakat tentang hal yang baik, luhur, indah, dan sebagainya. 
Ketiga hal tersebut merupakan indikator kesusksesan dalam sebuah masyarakat 
                                                             
 
1
 Lysa Anggraini, Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 1 
 
2
 Ibid., h. 5 
2 
 
 
 
atau sebuah Negara dalam menjaga kemakmuran masyarakat yang berdampak 
pada lingkungan sekitar dan lain-lain oleh perubahan sosial.
3
 
Banyak kelompok-kelompok manusia dengan berbagai pola dan tingkah 
laku yang berbeda-beda. Namun demikian dari sekian ragam kelompok manusia 
yang mempunyai pola-pola kehidupan yang bervariasi tidak pernah terlepas dari 
problema yang merupakan akibat adanya kehidupan bersama dalam suatu 
masyarakat tertentu. 
Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk menghadapi kejahatan melalui 
rentetan sejarah yang panjang, cara yang bersifat pembalasan terhadap orang-
orang yang melakukan kejahatan jadi alat untuk melindungi individu dari 
gangguan individu lainnya. Kejahatan akan terus berubah sebagai wadah 
pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.
4
 
Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup ditengah-
tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak 
terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum bersifat mengatur, 
menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan 
kepentingan sosial. Selain mengatur, hukum juga mempunyai sifat memaksa 
karena hukum mempunyai kemampuan untuk memaksa masyarakat untuk patuh 
dengan jalan penerapan sanksi yang tegas untuk mereka yang melanggar, 
sehingga keberadaan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara 
sebagai perwujudan dari sifat memaksanya hukum.
5
 
                                                             
 
3
 Zainudin, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 71.  
 
4
Riduan Syahrini, Rangkuman Intisari Hukum, (Bandung: Citr Aditya Bakti, 1999), h. 51 
 
5
Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta:PT 
RajaGrafindo Persada, 2014), h. 172 
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Sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dalam perundang-
undangan di Indonesia dibedakan jenisnya yaitu pidana penjara, pidana kurungan, 
dan pidana tutupan (Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan) yang penempatannya 
menjadi satu dalam lembaga pemasyarakatan.
6
 
Pembinaan sebagian besar narapidana dibina didalam Lembaga 
Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, sebenarnya narapidana harus 
dipidana dan dibina hanya di Lembaga Pemasyarakatan saja, tidak di Rutan 
(Rumah Tahanan Negara). Karena Rutan hanya diperuntukkan bagi para tahanan. 
Tetapi karena tidak disetiap Kota Kabupaten mempunyai Lembaga 
Pemasyarakatan, maka sebagian narapidana terpaksa dipidana di Rutan, dititipkan 
di Rutan setempat. Terutama untuk narapidana dengan pidana dibawah satu tahun 
atau narapidana yang sisa pidananya tinggal beberapa bulan saja, dipindahkan dari 
Lembaga Pemasyarakatan ke Rutan tempat asal narapidana, guna persiapkan diri 
menjelang lepas/habis masa pidananya.
7
 
Dalam pengertiannya yang lebih mendalam Rutan adalah tempat tersangka 
atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan 
disidang pengadilan.”
8
 Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana 
penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-
undang Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi. Remisi 
pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun 
                                                             
 
6
 Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem 
Pemasyarakatan, (Yogyakarta : Liberty, 1986), h.3 
 
7
 C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, (Jakarta: Djambatan 1995), h. 78-79 
 
8
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana 
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sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur 
hidup dan pidana mati. 
Berkaitan dengan kejahatan yang dalam hal ini memperoleh pengecualian 
yakni dengan memperketat syarat dan tata cara pemberian Remisi, berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan Tata cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam dictum menimbang 
disebutkan bahwa memperketat syarat dan tata cara pemberian Remisi 
diberlakukan bagi pelaku tindak pidana, pada Pasal 34 A disebutkan bahwa 
narapidana yang diperketat syarat dan tata cara pemberian remisi, antara lain : 
(1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak 
pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, 
kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, 
serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, juga harus memenuhi 
persyaratan: 
a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu 
membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; 
b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan 
pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak 
pidana korupsi; dan 
5 
 
 
 
c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS 
dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan 
ikrar: 
1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis 
bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau 
2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis 
bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan 
tindak pidana terorisme. 
(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan 
prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun. 
(3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." 
Kemuidan Pasal 34B menjelaskan bahwa: 
(1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh 
Menteri. 
(2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) 
diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri 
dan/atau pimpinan lembaga terkait. 
(3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh 
menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 
6 
 
 
 
12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari 
Menteri. 
(4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.9 
Pada dasarnya narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan makanan 
yang layak, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 14 ayat 1 huruf D Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lebih lanjut diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pelakasanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang kemudian di ubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaaan Pemasyarakatan. 
Penyelenggaraan makanan yang dilakukan dengan sistem swakelola 
berkaitan dengan pihak dapur instalasi yang bertanggung jawab untuk 
melaksanaakan semua kegiatan penyelenggaraan makanan mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
10
 Penyelenggaraan makanan di Lapas 
dilakukan dimulai dari proses perencanaan anggaran, perencanaan menu, 
perhitungan kebutuhan bahan makanan, pemesanan dan pembelian bahan 
makanan, penerimaan, penyimpanan, persiapan. 
Perencanaan anggaran adalah suatu kegiatan penyusunan biaya yang 
diperlukan untuk pengadaan bahan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan 
 
10
Repa Kustipia, “Analisis Sistem Penyelenggaraan Makanan Dan Daya Terima Menu 
(PERSEPSI) yang Disajikan di Lapas Kelas II B Tasikmalaya”, Jurnal Ilmu Gizi Vol.8 No.2 2016,  
h.3 
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dan tahanan. Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui perkiraan belanja makanan 
yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan jumlah bahan makanan yang 
sesuai.
11
 Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam 
bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas 
perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. 
Dikutip dari Badan Pusat Statistik jumlah tahanan yang ada di tahanan Kepolisian, 
tahanan kejaksaan, tahanan Pengadilan, tahanan Pengadilan Tinggi Tahun 2020 
adalah berjumlah 67. 468.00 orang.  
Artinya negara membiayai penyelenggaraan makanan narapidana selama 
mejalani masa tahanan dengan mendapatkan makanan yang layak yang sesuai 
dengan Peraturan Perundangan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. Adapun jumlah narapidana extra ordinary crime di Rumah 
Tahanan Negara Kelas II B Rengat berjumlah 312 orang, narapidana yang yang 
mendapatkan remisi berjumlah 90 orang, sedangkan narapidana yang belum 
mendapatkan remisi berjumlah 222. Artinya sebanyak 222 orang narapidana di 
Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat masih membebankan negara dalam 
penyelenggaran makannya. 
Fenomena yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat 
bahwa jika dilihat dari tahanan yang tidak mendapatkan remisi pada kasus-kasus 
pidana extra ordinary crime ada tahanan yang seharusnya bebas dari penjara 2 
atau 3 tahun lalu tetapi karena adanya Pemerintah  Nomor 99 Tahun 2012 Tentang 
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaa Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam 
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Diasti Rizki Ramadhani,” Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang 
Layak Bagi Narapidana” , Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol.7 No.1 2020, h. 146 
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Pemberian Remisi tersebut tahanan dibebaskan dalam waktu yang lebih lama lagi 
sehingga hal ini akan membebankan Negara dalam penyelenggaraan makanan 
bagi warga binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat. 
Berdasarkan fenomen-fenomena tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih 
lanjut untuk mengetahui bagaimana konsep pemberian remisi bagi warga binaan 
pemasyarakatan di Rumah Tahanan dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 99 
Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan serta bagaimana efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah  
Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi terhadap Beban Negara dalam 
penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah 
Tahanan Negara Kelas II B Rengat  
Berdasarkan ketentuan tersebut penulis ingin melakukan suatu penelitian 
dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah  
Nomor 99 Tahun 2012 Dalam Pemberian Remisi Terhadap Beban Negara Dalam 
Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah 
Tahanan Negara Kelas II B Rengat”. 
B. Batasan Masalah 
Untuk menghindari pemaham serta penafsiran yang keliru serta 
memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya peulis memberikan 
batasan dalam penelitian ini, yaitu khusus tentang Efektivitas Pasal 34 A 
Peraturan Pemerintah  Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi terhadap 
beban negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan 
Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat. 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yaitu: 
1. Bagaimana syarat dan tata cara pemberian remisi bagi warga binaan 
Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat berdasarkan 
Peraturan Pemerintah  Nomor 99 Tahun 2012? 
2. Bagaimana efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah  Nomor 99 Tahun 
2012 dalam pemberian remisi narapidana extra ordinary crime terhadap beban 
negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan 
di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat? 
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui syarat dan tata cara pemberian remisi bagi warga binaan 
Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat dalam 
Peraturan Pemerintah  Nomor 99 Tahun 2012 
b. Untuk mengetahui efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah  Nomor 99 
Tahun 2012 dalam pemberian remisi narapidana extra ordinary crime 
terhadap beban negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan 
Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat. 
2. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 
a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan guna 
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Strata Satu (S1) 
jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
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b. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Hukum Tata Negara dan juga 
dapat jadikan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin meneliti 
lebih lanjut. 
c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian masukan dan 
sumbangan pemikiran bagi Hukum Tata Negara. 
E. Metode Penelitian 
Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan 
dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis empiris.Yaitu 
penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan.
12
Sedangkan sifat 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan 
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau 
kelompok tertentu. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi di adakan penelitian ini adalah di Rumah Tahanan Negara Kelas 
IIB Rengat Jalan Pekan Heran KM.4 Pematang Reba Kecamatan Rengat 
Kabupaten Indragiri Hulu Riau Telp : 0769341056, E-mail : 
rutan.rengat@gmail.com, dengan alasan dan pertimbangan mengambil lokasi 
ini, karena penulis melihat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat masih 
ada terdapat problematika efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah  Nomor 
99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi terhadap beban negara dalam 
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penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah 
Tahanan Negara Kelas II B Rengat. 
3. Jenis Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data 
sekunder dan data tersier: 
a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi 
penelitian.
13
 Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak dan 
informasi yang dibutuhkan dan relavan dengan kebutuhan Penelitian. 
b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang 
terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, pendapat para ahli, hasil-hasil 
penelitian yang berwujud laporan  dan sebagainya,
14
 yang berhubungan 
dengan masalah dalam penelitian ini. 
c) Data Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan 
hukum di atas, seperti kamus Hukum dan ensiklopedia yang berkaitan 
dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini. 
4. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, 
benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.
15
 
Adapun yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Rumah 
Tahanan Negara Kelas IIB Rengat, Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan 
Negara Kelas IIB Rengat, dan Narapidana Extra Ordinary Crime. 
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Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari 
populasi yang ada.
16
 Teknik pengambilan sampel dipenelitian ini adalah 
purposive sampling. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat, Kasubsi Pengelolaan 
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat, dan 40 orang Narapidana Extra 
Ordinary Crime. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data-data yang di perlukan, dipergunakan teknik 
pengumpulan data antara lain : 
1) Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung di Rumah 
Tahanan Negara Kelas IIB Rengat. 
2) Wawancara, yaitu proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung 
dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat, Kasubsi 
Pengelolaan Rumah Tahanan Kelas IIB Rengat, dan 3 orang Narapidana 
Extra Ordinary Crime. 
3) Angket, yaitu suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang dijawab 
secara tertulis untuk 40 orang Narapidana Extra Ordinary Crime. 
6. Analisis Data 
Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai 
suatu data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 
bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi dan 
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wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga 
menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik analisis data kualitatif digunakan 
untuk menggambarkan sacara sistematis fakta-fakta dan data-data yang di 
peroleh, serta hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi 
literatur. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut 
kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, 
kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data 
yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi untuk 
kemudian mendapatkan penjelasan mengenai efektivitas Pasal 34 A Peraturan 
Pemerintah  Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi terhadap beban 
negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan 
di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat. 
F. Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematika 
penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab di uraikan dalam sub-bab, 
sehingga antara satu bab dengan yang bab lainnya merupakan suatu sistem dan 
memiliki keterkaitan satu sama yang lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan 
menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini berisikan uraian tentang: Latar Belakang Masalah, Batasan 
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode 
Penelitian, dan SistematikanPenulisan. 
BAB II :GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
14 
 
 
 
Dalam bab ini akan di uraikan gambaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Rengat, Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat, Stuktur 
Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat. 
BAB III:TINJAUAN TEORITIS 
Pada bab ini akan di uraiankan konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan 
penelitian diantaranya, tentang Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan 
Negara, Tugas Rumah Tahanan Negara, konsep narapidana, konsep remisi,  
penyelenggaraan makanan di rumah tahanan negara dan teori efektivitas hukum. 
BAB IV:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penulis membahas hasil penelitian, meliputi bagaimana syarat dan 
tata cara pemberian remisi bagi warga binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan 
Negara Kelas II B Rengat berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 99 Tahun 
2012 dan bagaimana efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah  Nomor 99 
Tahun 2012 dalam pemberian remisi narapidana extra ordinary crime terhadap 
beban negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan 
Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.  
BAB V :PENUTUP 
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil 
penelitian. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Sejarah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat  
Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat pertama kali didirikan di 
kota Rengat dipusat ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau yang 
terletak di Jalan Ahmad Yani No. 37 Rengat, bangunan yang ditempati pada 
saat itu adalah bangunan peninggalan Belanda yang didirikan pada tahun 1911. 
Untuk memenuhi kebutuhannya, RUTAN Rengat terus berbenah diri, pada 
tahun 1984 mendapat kucuran dana untuk pembangunan kantor baru, dengan 
adanya dana pembangunan tersebut, RUTAN Rengat dipindahkan 
pembangunannya ke Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat yang berjarak 
lebih kurang 20 KM dari bangunan RUTAN lama. Pada tahun 1987 Rumah 
Tahanan Negara Kelas II B Rengat selesai.
17
 
Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat merupakan salah satu rumah 
tahanan yang terletak di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu 
dengan jarak tempuh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 
Riau ± 185 km. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat tidak jauh dari 
pusat pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu yang terletak di Kecamatan 
Rengat Barat Kelurahan Pematang Reba. Dahulunya pusat pemerintahan dan 
pusat ekonomi terpusat di Kota Rengat sehingga untuk pemerataan 
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pembangunan wilayah dibangunlah pusat pemerintahan di Kecamatan Rengat 
Barat Kelurahan Pematang Reba.
18
  
B. Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat 19 
Visi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat : 
“Memulihkan kesatuan hidup kehidupan dan penghidupan Warga 
Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai individu, anggota masyarakat dan 
Makhluk Tuhan yang Maha Esa”. 
Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat : 
a. Membangun RUTAN dalam rangka meningkatkan pembinaan dan 
pelayanan prima agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia yang 
produktif. 
b. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Petugas RUTAN. 
c. Melaksanakan pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta 
pemajuan dan perlindungan HAM. 
d. Menciptakan suasana RUTAN yang tertib, indah dan bersih. 
C. Sasaran Kinerja Pegawai 
Berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2018 di Rumah Tahanan 
Kelas II B Rengat menerangkan tugas Penjaga Tahanan sebagai berikut
20
 : 
a. Melakukan pengawasan WBP di lingkungan blok. 
b. Melakukan pengawasan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran WBP. 
c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan. 
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d. Melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan 
ketertiban. 
e. Melaksanakan penggeledahan kamar. 
f. Melaksanakan tugas dan melaporkan kepada komandan jaga sesuai 
pembagian tugasnya. 
g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan. 
D. Etika Aparatur Petugas Pemasyarakatan 
Guna mewujudkan visi dan misi, rencana strategis pembangunan 
Reformasi Birokrasi dan E-Gov. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat 
menganut, menanamkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai P-A-S-T-I-S-M-A-
R-T yaitu
21
:  
a. Profesional  
Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang 
bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang 
tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integirtas profesi; 
b. Akuntable  
Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau 
peraturan yang berlaku; 
c. Sinergi 
Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan 
kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para 
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pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi 
terbaik, bermanfaat, dan berkualitas; 
d. Transparan  
Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan 
bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 
pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai; 
e. Inovatif  
Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan 
mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam 
penyelenggaraan tugas dan fungsinya; 
f. Serious 
Petugas Permasyaraktan harus senantiasa menerapkan selalu 
prinsip serius dalam bekerja; 
g. Minded 
Petugas Permasyrakatan harus memiliki pemikiran yang luas dan 
berfikir yang kreatif agar menimbulkan dan menghubungkan pola pola 
baru dalam berkerja; 
h. Active 
Petugas Permasyarakatan harus aktif dalam bertugas dan 
bersungguh- sungguh dan menanamkan prinsip kerja keras dalam berkerja; 
i. Responsive 
Petugas Permasyarakatan harus peka dalam berbagi permasalahan 
19 
 
 
 
yang terjadi dan harus tanggap jika permasalahan yang akan muncul dala 
bertugas dan berkerja; 
j. Talk  
Petugas Permasyrakatan harus bisa menjalin komunikasi yang baik 
dalam bertugas dan berkerja sehingga dapat  menjalin hubungan 
kekeluargaan yang baik. 
E. Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat22  
Gambar II.2 
 Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber Data : Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat 
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BAB III 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Teori Efektivitas Hukum 
1. Pengertian   
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 
berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah 
populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna 
atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif 
adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak 
dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.
23
   
Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia 
diperankan untuk memantau.
24
 Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud 
dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas 
sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang 
dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti 
efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau 
dikehendaki dari perbuatan itu.  
Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, 
maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati 
oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan 
mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun 
demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap 
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masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena 
seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada 
kepentingannya. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa 
kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat compliance, 
identification, internalization
25
.   
2. Faktor-Faktor Yang Mengukur Ketaatan Terhadap Hukum 
Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum 
antara lain
26
 :   
a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari 
orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.    
b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami 
oleh target diberlakukannya aturan hukum.   
c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.   
d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya 
aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab 
hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan 
ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur). 
e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat 
aturan hukum yang dilanggar tersebut. 
f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus 
proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. 
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g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi 
pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang 
memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, 
memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya 
memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). 
h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif 
akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan 
nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target 
diberlakukannya aturan tersebut.  
i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga 
tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk 
menegakkan aturan hukum tersebut. 
j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan 
adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.
27
    
Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnresyang 
berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum 
pada umumnya, melainkan kataatan terhadap aturan hukum tertentu saja. 
Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap 
keduanya :
28
 
a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa 
yang mempengaruhinya. 
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b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor 
apa yang mempengaruhinya.    
Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka 
dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak 
tergantung pada beberapa faktor, antara lain :
29
.   
a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.   
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 
c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam 
masyarakatnya. 
d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh 
dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang 
diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang 
sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat.    
Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang 
banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah 
profesional dan optimal pelaksanaaan peran, wewenang dan fungsi dari para 
penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri 
mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.
30
   
3. Tolak Ukur Efektivitas Dalam Penegakan Hukum 
Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas 
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dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :
31
 
1. Faktor Hukum    
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam 
praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum 
sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak 
sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara 
penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak 
tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum 
setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah 
semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.
32
 
2. Faktor Penegakan Hukum    
Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas 
penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, 
tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada 
kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum 
sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan 
tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam 
melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau 
perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya 
yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini 
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disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.
33
   
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung    
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak 
dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak 
hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan 
kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, 
sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam 
penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan 
mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan 
peranan yang aktual.
34
  
4. Faktor Masyarakat    
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau 
kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang 
timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, 
sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap 
hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang 
bersangkutan.
35
   
5. Faktor Kebudayaan    
Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari 
hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi 
yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga 27  dituruti) dan 
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apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia 
merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu 
berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh 
golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan 
wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat 
mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum 
perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.
36
 
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi 
hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas 
penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor 
penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan 
oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun 
dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga 
merupakan panutan oleh masyarakat luas.
37
  
 
B. Lembaga Pemasyarakatan 
Dalam rangka pembaharuan sistem dan pelaksanaan pidana, maka istilah 
sistem kepenjaraan telah diubah menjadi sistem pemasyarakatan, dan istilah 
penjara diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Demikian pula dalam hal 
perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan dari pembalasan menjadi 
pembinaan. Oleh karena pembinaan narapidana berdasarkan sistem 
pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi warga masyarakat yang baik 
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dan bartanggung jawab, menyadari kesalahan dan tidak lagi melakukan perbuatan 
yang melanggar hukum.
38
 
Lembaga Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia adalah unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan 
dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Kalapas.
39
  
Bertolak dari pandangan Dr. Saharjo, SH., tentang hukum sebagai 
pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara 
pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Konsep pemasyarakatan 
tersebut disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan 
Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan 
pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu 
pernyataan diatas sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara 
untuk membimbing dan membina.
40
  
Dalam hal ini Howward Jones menerangkan, bahwa sejak jaman raja mesir 
pada tahun 2000 sebelum masehi dikenal pidana penjara dalam arti penahanan 
selama menunggu pengadilan, dan ada kalanya sebagai penahanan untuk 
keperluan lain menurut Hukum Romawi dari jaman Justianus abad ke- 5 sebelum 
Masehi. Disekitar abad ke-16 di Inggris terdapat pidana penjara dalam arti 
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tindakan untuk melatih bekerja di Bridewell yang terkenal dengan nama Thriftless 
poor bertempat dibekas istana Raja Edward VI tahun 1522. Kemudian setelah 
dikeluarkannya Act of 1630 dan Act of 170 dikenal institusi pidana penjara yang 
narapidananya dibina The House of Correction.
41
 
Menurut P.A.F. Lamintang mengemukakan pidana penjara adalah suatu 
pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang 
dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga 
pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan 
tata tertib yang berlaku didalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan 
sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.
42
 
Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga 
binaan pemasyarakatan berdasrkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan 
yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaandalam tata peradilan 
pidana.
43
 Konsepsi pemasyarakatan bukan semata merumuskan tujuan dari pidana 
penjar, malainkan suatu sistem pembinaan, metode dalam bidang “Treatment of 
offenders”. Soedjono menjelaskan sistem pemasyarakatan adalah proses 
pembinaan terpidana berdasarkan azas Pancasila dan memandang terpidana 
sebagai makhluk Tuhan, individu, dan anggota masyarakat.
44
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Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan 
pemasyarakatan narapidana dan anak didik.
45
 Untuk melaksanakan tugas, 
Lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi diantaranya sebagai berikut:
46
 
a. Melakukan pembinaan narapidana/ anak didik; 
b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja; 
c. Melakukan bimbingan sosial/ kerohanian narapidana/ anak didik; 
d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; 
e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. 
C. Rumah Tahanan Negara 
Istilah Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 
mulai ada sejak diundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dimana terdapat dalam Pasal 22 ayat 1 
jenis penahanan dapat berupa
47
:  
1. Penahananan Rumah Tahanan Negara  
2. Penahanan Rumah  
Kemudian lebih lanjut untuk melaksanakan hukum acara pidana tersebut 
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang dalam Bab III 
Pasal 18 sampai 25 diatur tentang Rumah Tahahan Negara. Pengertian Rumah 
Tahanan Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 1 
Nomor 2 disebutkan bahwa “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN 
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adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, 
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.  
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 
M.04PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan 
Negara dan Rumah Penyimpananan Benda Sitaan Negara Menteri Kehakiman RI, 
Rumah Tahanan Negara adalah pelaksana teknis di bidang penahanan untuk 
kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Kehakiman. Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas 
melaksanakan perawatan tahanan tersangka atau terdakwa sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas 
tersebut, RUTAN mempunya fungsi
48
: 
1. Melakukan pelayanan tahanan; 
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan;  
3. Melakukan pengelolaan Rutan;  
4. Melakukan urusan tata usaha. 
D. Narapidana 
1. Pengertian Narapidana 
Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari 
narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah 
melakukan suatu tindak pidana.
49
 sedangkan menurut kamus induk 
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istilahilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang 
buian.
50
 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang 
sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, 
menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan 
diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana 
yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu 
hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. 
Sedangkan menurut artikel yang dibuat oleh Hukum Online.Com 
menyatakan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 
kemerdekaan di Lembaga Permasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan 
kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem 
pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah 
seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap.
51
 
Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang 
penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) Gestichtenreglement 
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(Reglemen Penjara) Stbl. 1917 Nomor. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara 
adalah: 
a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) atau 
suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam 
keadaan Gevangen atau tertangkap; 
b. Orang yang ditahan buat sementara; 
c. Orang di sel; 
d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang 
kemerdekaan (Vrijheidsstraaf) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan 
sah.  
2. Kewajiban Narapidana 
Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di 
Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana 
mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana 
ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang 
Tentang Pemasyarakatan yakni:
52
 
a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani 
dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib. 
b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan 
kepercayaannya. 
c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam 
dalam sehari. 
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d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan. 
e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala 
perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap 
seluruh petugas. 
f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesame 
penghuni. 
g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam 
penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah 
yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib. 
h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, 
pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara 
penghuni di dalam lapas. 
i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan 
seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan 
narapidana. 
j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas. 
3. Larangan Bagi Narapidana 
Dalam meaksanakan pemasyarakatan Narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan tentu ada larangan yang tidak boleh dilakukan oleh 
narapidana, diantanya adalah:
53
 
a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain 
maupun dengan Petugas Pemasyarakatan; 
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b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual; 
c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian; 
d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas 
atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang; 
e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan 
tugas; 
f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang 
berharga lainnya; 
g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi 
narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang 
berbahaya; 
h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi 
minuman yang mengandung alkohol; 
i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, 
dan/atau alat elektronik lainnya; 
j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop 
atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan 
sejenisnya; 
k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian; 
l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya; 
m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan 
ledakan dan/atau kebakaran; 
35 
 
 
 
n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, 
terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau 
tamu/pengunjung; 
o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat 
menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban; 
p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan 
Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis; 
q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas 
Pemasyarakatan; 
r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan 
keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, 
pengunjung, atau tamu; 
s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan; 
t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan; 
u. Menyebarkan ajaran sesat; dan 
v. Melakukanaktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan 
dan ketertiban Lapas atau Rutan. 
E. Remisi 
Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang 
menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah 
pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap 
para Narapidana, untuk itu di dalam sistem pidana penjara di Indonesia, remisi 
mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila Narapidana tidak 
36 
 
 
 
berkelakuan baik maka tidak dapat diberikan remisi.
54
  
Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan diartikan sebagai potongan 
hukuman bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan. 
Pengertian remisi dalam Kamus Besar Bahasa Indoesia diartikan sebagai 
pengampunan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum. Menurut 
Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau 
sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap 
tanggal 17 Agustus.
55
 
Pengertian Remisi Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan menyebutkan; “Remisi adalah pengurangan masa menjalani 
pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi 
syarat- syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan.
56
 
F. Mekanisme Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan  
Makanan diperlukan untuk kehidupan karena makanan merupakan salah 
satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Makanan berfungsi untuk 
memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti 
jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi untuk melakukan aktivitas 
seharihari, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan air, mineral, dan 
cairan tubuh yang lain, juga berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh 
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terhadap berbagai penyakit.
57
  
Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap 
saat dan dimanapun ia berada serta memerlukan pengelolaan yang baik dan benar 
agar bermanfaat bagi tubuh. Tanpa adanya makanan dan minuman, manusia tidak 
dapat melangsungkan hidupnya. Adapun pengertian makanan menurut WHO 
(World Health Organization) yaitu semua substansi yang diperlukan tubuh, 
kecuali air dan obat-obatan dan substansisubstansi yang dipergunakan untuk 
pengobatan.
58
  
Makanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria bahwa makanan 
tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit, diantaranya :  
1. Berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki  
2. Bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan penanganan selanjutnya. 
3. Bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikehendaki, sebagai akibat dari 
pengaruh enzim, aktifitas mikroba, hewan pengerat, serangga, parasit dan 
kerusakankerusakan karena tekanan, pemasakan dan pengeringan. 
4. Bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit yang 
dihantarkan oleh makanan (food borne illness).
59
 
Penyelenggaraan makanan di Lapas dan Rutan dilaksanakan dimulai dari 
proses perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan 
makanan, pemesanan dan pembelian bahan makanan, penerimaan, penyimpanan, 
persiapan pengolahan bahan makanan, pendistribusian makanan, monitoring, 
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evaluasi, pencatatan dan pelaporan.
60
  
1. Perencanaan Anggaran  
Perencanaan anggaran adalah suatu kegiatan penyusunan biaya yang 
diperlukan untuk pengadaan bahan makanan bagi WBP dan tahanan. Adapun 
tujuan kegiatan ini adalah tersedianya taksiran belanja makanan yang 
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, macam dan jumlah bahan makanan 
WBP dan tahanan sesuai standar. Perencanaan anggaran dimulai usulan 
Lapas/Rutan melalui Kanwil Dephuk dan HAM, dan selanjutnya diputuskan 
oleh Sekretariat Jenderal Dephuk dan HAM.
61
 
2. Perencanaan Menu  
Perencanaan menu adalah suatu kegiatan penyusunan menu dengan gizi 
seimbang yang akan diolah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi WBP dan 
tahanan. Tujuan perencanaan menu adalah tersedianya siklus menu sesuai 
klasifikasi pelayanan yang ada di Lapas/Rutan dalam kurun waktu tertentu. 
Pada penyusunan menu dipertimbangkan faktor yang mempengaruhi antara 
lain standar porsi dan peraturan pemberian makanan. Penyusunan menu 
dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum 
dan HAM dengan memperhatikan kebiasaan makan dan ketersediaan bahan 
makanan di daerah.
62
 
3. Pehitungan Kebutuhan Bahan Makanan  
Perhitungan kebutuhan bahan makanan adalah proses penyusunan 
kebutuhan bahan makanan yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan 
                                                             
 
60
 Ibid., 
 
61
 Ibid.,   
 
62
 Ibid.,   
39 
 
 
 
sesuai menu yang ditetapkan dan jumlah WBP dan tahanan, dengan tujuan 
untuk tercapainya usulan dan kebutuhan bahan makanan untuk WBP dan 
tahanan selama satu tahun.
63
 
4. Pengadaan Bahan Makanan  
Proses pengadaan bahan makanan bagi WBP dan tahanan dilaksanakan 
sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku tentang pengadaan barang dan jasa. 
5. Pemesanan, Penerimaan dan Penyimpanan Bahan Makanan  
Pemesanan adalah penyusunan permintaan bahan makanan berdasarkan 
menu sesuai jumlah WBP dan tahanan. Tujuan pemesanan adalah tersedianya 
pesanan sesuai standar atau spesifikasi yang ditetapkan. 
Pemeriksaan bahan makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi 
pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu 
bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan. 
Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, 
memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun 
kuantitas digudang bahan makanan kering dan basah serta pencatatan dan 
pelaporan.  
6. Persiapan, Pengolahan Bahan Makanan dan Pendistribusian 
 Makanan Persiapan bahan makanan adalah rangkaian kegiatan dalam 
penanganan bahan makanan meliputi berbagai proses antara lain, 
membersihkan, memotong, mengupas, menggiling, mencuci dan merendam 
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bahan makanan yang diolah. Pengolahan bahan makanan adalah suatu kegiatan 
memasak bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap saji, berkualitas 
dan aman untuk dikonsumsi dengan cara menumis, menggoreng, mengukus, 
sesuai teknik memasak yang diperlukan. Tujuan pengolahan bahan makanan 
adalah untuk meningkatkan nilai cerna, cita rasa, keempukan dan bebas dari 
organisme berbahaya untuk tubuh. Pendistribusian makanan adalah kegiatan 
penyaluran makanan sesuai dengan jumlah WBP dan tahanan yang dilayani 
dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan. Tujuan pendistribusian 
makanan adalah agar WBP dan tahanan mendapat makanan sesuai dengan 
kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
64
 
7. Pencatatan dan Pelaporan  
Pencatatan adalah mencatat tiap langkah kegiatan dalam 
penyelenggaraan makanan sedangkan pelaporan adalah hasil pengolahan dari 
pencatatan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan waktu dan kebutuhan 
yang diperlukan. Pencatatan dan pelaporan dimaksudkan sebagai alat perekam 
dan pemantau dari seluruh rangkaian proses penyelenggaraan makanan. 
Pencatatan dan pelaporan antara lain mencakup penerimaan, pemakaian, 
stok/sisa yang belum terpakai, dan lain-lain yang dianggap perlu. Pencatatan 
dilakukan setiap hari, yang dilaporkan dilakukan secara berkala dan 
berjenjang.
65
  
8. Monitoring dan Evaluasi  
Monitoring adalah kegiatan untuk mengikuti dan mengetahui 
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perkembangan setiap proses kegiatan secara terus-menerus baik langsung 
maupun tidak langsung. Evaluasi adalah kegiatan penilaian oleh 
Kalapas/Karutan terhadap penyelenggara makanan sejak perencanaan sampai 
pendistribusiannya secara rutin dan berkala.
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Syarat dan tata cara pemberian remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan 
extra ordinary crime di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat berdasarkan 
Peraturan Pemerintah  Nomor 99 Tahun 2012 bahwa narapidana extra ordinary 
crime yang ingin melakukan pengurusan remisi maka harus memiliki (JC) 
Justice Collaborator dari pihak penahanan (Kepolisian), apabila sudah maka 
Rumah Tahanan Negara (Rutan) akan melihat etika Narapida tersebut dengan 
mengikuti aturan yang berlaku, kemudian telah menjalani masa pidana lebih 
dari enam bulan, dan berprilaku baik. Maka kemudian barulah Narapida 
tersebut bisa melakukan pengurusan remisi sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah  Nomor 99 Tahun 2012 . 
2. Efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah  Nomor 99 Tahun 2012 dalam 
pemberian remisi narapidana extra ordinary crime terhadap beban negara 
dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di 
Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat belum efektif, melihat jumlah 
Narapidana Extra Ordinary Crime di Rumah Tahanan Negara Kelas II B 
Rengat berjumlah 312 orang, narapidana yang yang mendapatkan remisi 
berjumlah 90 orang, sedangkan narapidana yang belum mendapatkan remisi 
berjumlah 222. Artinya sebanyak 222 orang narapidana di Rumah Tahanan 
Negara Kelas II B Rengat masih membebankan negara dalam penyelenggaran 
64 
 
 
 
makannya. Padahal ada tahanan yang seharusnya bebas dari penjara 2 atau 3 
tahun lalu tetapi karena adanya Pemerintah  Nomor 99 Tahun 2012 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaa Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam 
pemberian remisi tersebut tahanan dibebaskan dalam waktu yang lebih lama 
lagi sehingga hal ini akan membebankan Negara dalam penyelenggaraan 
makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas 
II B Rengat. 
B. Saran 
Setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa 
saran yaitu : 
1. Untuk Rumah Tahanan Negara sebagaimana yang telah di atur didalam Pasal 
34 A Peraturan Pemerintah  Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata 
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disarankan agar 
kedepannya harus memberikan perlakuan yang sama dalam pemberian remisi 
bagi narapidana extra ordinary crime dengan narapida biasa lainnya.  
2. Untuk narapidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 34 A Peraturan 
Pemerintah  Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaa 
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disarankan agar dilakukan perubahan agar 
pemberian remisi bagi narapidana extra ordinary crime diperlakukan sama 
dengan narapidana lainnya maka hal ini tidak akan membuat narapida tersebut 
menjadi lama dalam menjalankan masa tahanan sedangkan sebenarnya 
narapidana tesebut sudah bisa mengajukan remisi dan tidak lagi membebankan 
negara dalam membiayai penyelenggaraan makan bagi Narapidana tersebut. 
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